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'BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR: It TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah , Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Lap&an
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 8 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada huruf a periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2011;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1845.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1821),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1894 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851 ),

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ),

6. ‘“Undang-ﬂUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 );

7. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 );

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang ?erubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844), .

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Repuf:!ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negafa
Republik Indonesia Nomor  4575),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomui 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577); '

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 461 4);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintch Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupater/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lemb‘:aran negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741 ),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165),

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219); ’

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012,

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450);




27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan ~ Keuangan Daerah
Kabupaten Musi Rawas ( Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 7)

28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 28 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2011 Nomor 26 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
" Dan .
BUPATI MUSI RAWS

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
"DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1
(1) Penanggungjawaban pelaksanaan  APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran | :
b. Neraca ;
c. Laporan arus kas ; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja
dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun
anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.231.335.083.349,97
b. Belanja Rp 1.115.313.620.910,00
Surplus/ (Defisit) Rp 116.021.442.439,97

¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 24.690.976.756,22
- Pengeluaran Rp 102.601.148.638,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp (77.901.171.881,78)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
Berkenaan Rp 38.120.270.558,19




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :
(1) Selisih anggaran Pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumiah

Rp (44.796.384.691,97 ) dengan rincian sebagal berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan Rp 1.186.538.678.658,00
b. Realisasi Rp 1.231.335.083.348,97
Selisih lebilv (kurang) Rp ( 44.798.384.691,97 )
(2) Selish  anggaran  Belanja dengan  realisasi  Belanja  sejumiah Rp
72.502.802.129,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja setelah
Perubahan Rp 1.187.816.223.039,00
b. Realisasi Rp  1.115.313.620.910,00
Selisih lebih/ (kurang Rp 72.502.602.129,00
(3) Selisih  anggaran Surplus/Defisit  dengan realisasi Surplus/Defisit sejumiah
Rp 114.743.898.058,97 dengan rincian sebagali beriut:

a. Anggaran Surplus/Defisit setelah

Perubahan Rp ( 1.277.544.381 00 )
b. Realisasi Rp 116.021.442.439,97
Selisih lebih/ (kurang) Rp 114.743.898.058,97

(4) Selisih anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumiah Rp. 81.080.832.951,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 105.789.809.708,00
b. Realisasi Rp 24.699.976.756,22
Selisih lebih/ (kurang ) Rp 81.089.832.951,78




(5) Selisih anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 1.911.116.689,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp  104.512.285.327,00
b. Realisasi Rp  102.601.148.638,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp 1.911.116.689,00

(6) Selisih  anggaran dengan realisasi  pembiayaan netto sejumlah Rp (
76.623.627.500,78 ) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan Netto

setelah perubahan Rp. 1.277.544.381,00
b. Realisasi Rp ( 77.901.171.881,78 )
Selisih lebih/ (kurang Rp ( 76.623.627.500,78 )
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2011
sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp 3.272.318.154.962,08

b. jumlah kewajiban Rp 5.432.771.603,00

c. jumlah ekuitas dana Rp  3.268.885.383.359,06
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010 Rp 23.767.509.337,22
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp  446.288.742.553,97
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp (330.267.300.114,00)

non-keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (102.147.222.891,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 482.505.862,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp 38.124.234.748,19
tahun 2011




Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
dtahun anggran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.  Lampiran| . Laporan realisasi anggran
Lampiran |.| . Ringkasan laporan realisasi anggran menurut urusan
‘ pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran .2 : Rincian laporan  realisasi anggran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan

Lampiranl.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja  daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasl anggaran belanja  daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,

Lampiran 15 : Daftar piutang daerah

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal ( investasi ) daerah;,

Lampiran .7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran keuangberikutnya,

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah ;dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

b. Lampiran Il . Neraca
. Lampiran Il : Laboran arus kas
d. Lampiran IV . Catatan atas laporan keuangan
Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam

lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Bupati Musi Rawas menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagal rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 31 Juli 2012

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 31 Juli 2012
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR  11.




